
 
 
 

 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 04 TAHUN 2025  
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA 

ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung swasembada pangan, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dan 

penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian terhadap 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran 

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi Sektor Pertanian;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran 

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian; 
 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6994); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam 

Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam 
Pengawasan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 389); 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran 
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran 

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206); 

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 
PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA 
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI 

PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN. 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan 

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 206) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 3 

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang 
melakukan usaha tani subsektor: 

a. tanaman pangan; 
b. hortikultura; dan/atau 
c. perkebunan, 

dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap 
musim tanam. 
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(2) Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. padi; 
b. jagung; 
c. kedelai; dan 

d. ubi kayu. 
(3) Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. cabai; 
b. bawang merah; dan 

c. bawang putih. 
(4) Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. tebu rakyat; 
b. kakao; dan 

c. kopi. 
(5) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk Petani yang tergabung dalam lembaga 

masyarakat desa hutan atau disebut dengan nama 
lain yang memenuhi kriteria sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan                             
ayat (5) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan 

terdaftar dalam elektronik rencana definitif 
kebutuhan kelompok (e-RDKK). 

(7) Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok                                                

(e-RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilakukan pengesahan oleh kepala dinas atau kepala 
organisasi perangkat daerah yang membidangi 

pertanian di kabupaten/kota. 
(8) Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok                                                  

(e-RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat 
disesuaikan pada tahun berjalan. 

 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 5 

(1) Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
dilakukan setelah penetapan volume berdasarkan 
keputusan hasil rapat koordinasi tingkat menteri 

yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 
Pangan. 

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan elektronik rencana definitif kebutuhan 

kelompok (e-RDKK). 
(3) Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok                                      

(e-RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber dari SIMLUHTAN. 
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3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 8 

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), 
dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, 
jenis, dan jumlah. 

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan kepala dinas atau kepala 
organisasi perangkat daerah yang membidangi 
pertanian di provinsi. 

(3) Keputusan kepala dinas atau kepala organisasi 
perangkat daerah yang membidangi pertanian di 

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan paling lambat bulan Desember pada 
tahun sebelumnya. 

 
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 10 

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dirinci 
lebih lanjut berdasarkan: 

a. kecamatan atau disebut dengan nama lain; 
b. jenis; dan 
c. jumlah. 

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan kepala dinas atau kepala 
organisasi perangkat daerah yang membidangi 
pertanian di kabupaten/kota. 

(3) Keputusan kepala dinas atau kepala organisasi 
perangkat daerah yang membidangi pertanian di 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan paling lambat bulan Desember pada 
tahun sebelumnya. 

 
5. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni, Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 18A 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. keputusan gubernur dan keputusan bupati/wali 

kota mengenai alokasi Pupuk Bersubsidi pada 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah 
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri 

ini; dan 
b. keputusan kepala dinas atau kepala organisasi 

perangkat daerah yang membidangi pertanian di 

provinsi dan kabupaten/kota mengenai alokasi 
pupuk bersubsidi pada tingkat provinsi dan 
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kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini, 

dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan 
ditetapkannya keputusan baru berdasarkan Peraturan 
Menteri ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Januari 2025 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESA, 
 

Œ 
 

ANDI AMRAN SULAIMAN 
 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal                Д 

 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 

 
Ѽ 

 
DHAHANA PUTRA 

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR     Ж  
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